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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam skala global, ekonomi syariah kini semakin diakui sebagai sistem 

keuangan yang menjunjung tinggi etika, keberlanjutan, dan nilai-nilai moral. 

Sistem ini didasarkan pada larangan riba (bunga), gharar (ketidak pastian), dan 

maisir (spekulasi), yang dipercaya dapat mewujudkan keadilan ekonomi.1 Namun, 

di Indonesia, muncul kesenjangan antara teori dan praktik, terutama pada sektor 

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).2 Meskipun sebagian besar pelaku 

UMKM memiliki motivasi keagamaan yang kuat untuk menjalankan bisnisnya 

sesuai syariah demi mencari keberkahan, banyak dari mereka masih mengandalkan 

sistem pembiayaan konvensional.3 Hal ini terjadi karena sulitnya akses mereka 

terhadap lembaga keuangan syariah. UMKM sendiri merupakan penopang utama 

perekonomian nasional.4 

Fenomena ini memiliki relevansi yang kuat di wilayah dengan tradisi 

keagamaan yang kental, seperti Kabupaten Sampang, Madura, di mana ajaran Islam 

menjadi pijakan utama dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.5 Di Pasar 

Labuhan Sreseh, terlihat adanya pertemuan antara semangat pedagang untuk 

menjalankan usaha sesuai prinsip syariah dengan praktik dagang tradisional yang 

telah berakar sejak lama. Pola perdagangan di pasar ini masih bertumpu pada 

kepercayaan antar individu serta mekanisme sederhana,6 sehingga sering kali 

menyulitkan penerapan akad syariah yang lebih kompleks. Kondisi tersebut 

menegaskan adanya hambatan dalam upaya mengintegrasikan prinsip ekonomi 

syariah ke dalam sistem ekonomi tradisional yang telah mapan. 

Kondisi tersebut secara khusus terlihat pada usaha produksi kecambah 

kacang hijau di Pasar Labuhan Sreseh. Produsen berskala mikro ini sangat 

bergantung pada pemasok utama yang memegang kendali,7 baik dalam distribusi 

bahan baku maupun dalam penentuan harga yang dilakukan secara sepihak. 

Hubungan antara kedua belah pihak biasanya dibangun atas dasar ikatan 

kekeluargaan dan rasa enggan untuk menuntut adanya kejelasan kontrak. Sistem ini 

melahirkan praktik pinjaman atau talangan yang tidak didukung dengan akad resmi. 
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Konsekuensinya, posisi tawar produsen melemah, kesempatan untuk bernegosiasi 

secara adil menjadi terbatas, dan mereka terjebak dalam relasi ekonomi yang rentan 

terhadap unsur gharar maupun dzulm. 

Situasi ini menimbulkan kegelisahan baik di ranah akademik maupun 

praktik. Dari perspektif akademis, muncul pertanyaan mendasar tentang sejauh 

mana teori akad syariah yang bersifat normatif dapat diterapkan dalam praktik 

bisnis mikro yang informal dan berlandaskan kepercayaan. Misalnya, apakah akad 

salam, mudharabah, atau musyarakah benar-benar dapat diimplementasikan pada 

rantai pasok produk dengan daya simpan singkat seperti kecambah? Pertanyaan ini 

penting, mengingat aspek penentuan harga, pembagian risiko, dan mekanisme 

keuntungan sering kali berlangsung tanpa transparansi. Dari sisi praktis, ada 

kekhawatiran bahwa keterbatasan pemahaman produsen terhadap akad syariah 

dapat membuat mereka terjebak dalam transaksi yang secara fikih tidak sah.8 

Aspek manajemen risiko juga menjadi persoalan yang cukup krusial. 

Sebagai produk yang mudah rusak, kecambah sangat rentan terhadap kerugian 

akibat gagal panen maupun keterlambatan distribusi. Pertanyaan yang muncul 

adalah bagaimana mekanisme pembagian kerugian dapat dirancang agar sejalan 

dengan prinsip keadilan syariah? Hal ini relevan karena dalam praktiknya, beban 

risiko lebih banyak dipikul oleh produsen dibandingkan pemasok.9 Ketimpangan 

tersebut menunjukkan adanya jarak yang lebar antara cita-cita ekonomi syariah 

yang menekankan keadilan dengan kenyataan yang dihadapi pelaku usaha mikro.  

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya mengungkap adanya gap yang 

cukup jelas. Kajian tentang akad syariah dalam ekonomi Islam memang banyak 

dilakukan, tetapi umumnya menitikberatkan pada praktik di lembaga formal atau 

sektor usaha berskala besar.10 Masih minim kajian yang mengulas penerapan akad 

syariah pada rantai pasok usaha mikro di tingkat lokal, seperti pada produsen 

kecambah kacang hijau. Padahal, sifat usaha mikro yang serba terbatas baik dari 

sisi permodalan, daya tahan produk, maupun hubungan bisnis yang bersifat 

personal membutuhkan model implementasi akad syariah yang lebih relevan 

dan realitas. Sampai sekarang, kajian yang secara sistematis menawarkan model 

implementasi akad syariah di setiap mata rantai produksi kecambah masih sangat 

terbatas. Idealnya, akad salam digunakan pada pengadaan bahan baku, mudharabah 

pada proses produksi, dan bai’ pada tahap distribusi maupun penjualan Namun, 

diskursus mengenai bagaimana harga ditetapkan serta keuntungan dibagi secara 

syar’i dalam usaha mikro belum banyak dibahas.11 Kekosongan tersebut 

menyebabkan pelaku usaha masih mengandalkan sistem tradisional yang 

cenderung membuka peluang terjadinya ketidakadilan. 
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Relevansi penelitian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan kenyataan 

bahwa sebagian besar produsen di Labuhan Sreseh masih belum memahami konsep 

dasar akad syariah. Kondisi ini membuat mereka menerima begitu saja mekanisme 

harga dan pembayaran yang ditetapkan pemasok tanpa mengetahui apakah praktik 

tersebut sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Ketidaktahuan ini menempatkan 

produsen pada posisi yang lemah, karena mereka tidak memiliki acuan untuk 

menilai keabsahan akad maupun keadilan transaksi, sehingga tujuan ekonomi Islam 

untuk menghadirkan kesejahteraan dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro sulit 

tercapai. 

Berdasarkan problematika di atas, peneliti akan melakukan penelitian pada 

rantai pasok produsen kecambah kacang hijau, di mana Pembelian bahan baku 

sangat bergantung pada pasokan dari Surabaya atau petani lokal di Madura saat 

musim panen, dengan harga yang fluktuatif dan sistem pembayaran yang tidak 

disertai akad formal. Margin keuntungan yang kecil dan risiko kerusakan produk 

menambah beban produsen, sementara pemasok memiliki kekuasaan penuh dalam 

menentukan harga jual. Dari perspektif syariah, praktik semacam ini dapat 

mengandung unsur gharar dan ghish (penipuan harga) yang bertentangan dengan 

prinsip muamalah Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting 

untuk merumuskan model penerapan akad syariah yang tepat  seperti murabahah, 

salam, dan mudharabah guna menciptakan sistem transaksi yang adil, transparan, 

serta memberdayakan produsen mikro agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat 

dan sejahtera dalam kerangka ekonomi Islam. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

a Bagaimana implementasi akad syariah dalam proses bisnis dan rantai pasok 

usaha mikro produsen kecambah kacang hijau di kabupaten Sampang ? 

b Bagaimana mekanisme penetapan harga dan keuntungan dalam usaha mikro 

produsen kecambah kacang hijau di Pasar Labuhan Sreseh 

Kabupaten Sampang 

1.3. Tujuan Masalah 

a. Untuk mengetahui penerapan akad syariah dalam proses bisnis dan rantai pasok

usaha mikro produsen kecambah kacang hijau di Kabupaten Sampang.

b. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga dan keuntungan dalam usaha

mikro produsen kecambah kacang hijau di Kabupaten Sampang.

1.4. Tabel Luaran 
Tabel 1. 1. Capaian Luaran 

No. Jenis Luaran Indikator Capaian 

1. Proposal Penelitian Selesai 

2. Laporan Akhir Penelitian Selesai 

3. Logbook Kegiatan Selesai 

4. Poster Selesai 

5. Publikasi Jurnal Selesai 
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1.5. Jadwal Penelitian 
Tabel 1. 2. Jadwal Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No Jenis Kegiatan Tahun 2025 

8 9 10 11 12 

1 Penyusunan Proposal      

2 Perijinan dan Pengambilan Data      

3 Analisis Data      

4 Penyusunan Laporan       

5 Publikasi Ilmiah      

6 Laporan Akhir      


